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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini mengkaji tentang Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam proses 

Tahapan Pendaftaran Calon Legislatif 2024 (Studi Komisi Independen dan 

Bawaslu Kota Lhokseumawe, Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

hak - hak konstitusi masyarakat dalam memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan 

Wakil Presiden, serta memilih Gubenur, Bupati, dan Walikota secara demokratis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, 

dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. KIP dan Bawaslu memliki peran yang signifikan dala proses 

pendaftaran calon legislatif pada Pemilu 2024 di Kota Lhokseumawe, beberapa 

peran KIP dan Bawaslu pada preses tahapan pencalonan antara lain: Peran KIP 

dalam pelaksanaan Sosialisasi, Pean KIP dalam Pelaksanaan Pencalonan Anggota 

Legislatif, Peran KIP dalam Verifikasi Administrasi, Peran KIP dalam 

Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), Peran KIP dalam Penetapan Daftar 

Calon Tetap (DCT), Peran Bawaslu dalam Pengawasan Proses Pendaftaran Calon, 

Peran Bawaslu dalam Monitoring Verifikasi Calon dan Peran Bawaslu dalam 

Penanganan Pengaduan. Sikap Penyelenggara Pemilu jika terdapat permasalahan 

dalam proses Pendaftaran Pemilu dan memastikan Partai Politik yang 

berpartisipasi dalam Pemilu 2024 yaitu Mengidentifikasi masalah secara dini 

dalam proses pendaftaran Pemilu, Melakukan Verifikasi kepada Partai Politik, dan 

Mediasi dan Penyelesaian Sengketa. 

Kata Kunci : Lembaga Penyelenggara Pemilu, KIP dan BAWASLU 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis examines the Role of Election Organizing Institutions in the 2024 

Legislative Candidate Registration Stages (Study of the Independent Commission 

and Bawaslu of Lhokseumawe City, Election Organizers are institutions that hold 

elections that have a very large influence on the constitutional rights of the 

community in electing the DPR, DPD, DPRD, President and Vice President, as 

well as democratically electing Governors, Regents, and Mayors. The method 

used in this study is a descriptive qualitative method, with data collection methods 

through observation, interviews and documentation. KIP and Bawaslu have a 

significant role in the registration process of legislative candidates in the 2024 

Election in Lhokseumawe City, several roles of KIP and Bawaslu in the premise 

of the candidacy stage include: The Role of KIP in the Implementation of 

Socialization, Pean KIP in the Implementation of Legislative Member 

Nomination, The Role of KIP in Administrative Verification, The Role of KIP in 

the Preparation of the Provisional Candidate List (DCS), the Role of KIP in the 

Determination of the Permanent Candidate List (DCT),  The Role of Bawaslu in 

Supervising the Candidate Registration Process, the Role of Bawaslu in 

Monitoring Candidate Verification and the Role of Bawaslu in Handling 

Complaints. The attitude of the Election Organizer if there are problems in the 

Election Registration process and ensuring that Political Parties participating in 

the 2024 Election are Identifying problems early in the Election registration 

process, Verifying Political Parties, and Mediation and Dispute Resolution. 

Keywords: Election Organizing Institutions, KIP and BAWASLU 


	538408abf4d1450110d3e9856090aa5617a75775a21d05791e59d79591a537de.pdf
	538408abf4d1450110d3e9856090aa5617a75775a21d05791e59d79591a537de.pdf
	538408abf4d1450110d3e9856090aa5617a75775a21d05791e59d79591a537de.pdf
	KATA PENGANTAR
	NIM: 190220056

	538408abf4d1450110d3e9856090aa5617a75775a21d05791e59d79591a537de.pdf
	DAFTAR ISI
	ABSTRAK
	ABSTRACT

	538408abf4d1450110d3e9856090aa5617a75775a21d05791e59d79591a537de.pdf
	538408abf4d1450110d3e9856090aa5617a75775a21d05791e59d79591a537de.pdf
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	Tabel 1.1 Jumlah Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Kota Lhokseumawe Pemilu 2024
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Fokus Penelitian
	1.4 Tujuan Penelitian
	1.5 Manfaat Penelitian

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Penelitian Terdahulu
	2.2.1 Teori Partisipasi Politik
	2.2.1.1 Konsep Partisipasi Politik
	2.2.2 Tata Kelola Pemilu
	2.2.3 Teori Kelembagaan
	2.2.3.1 Komisi Independen Pemilihan (KIP)
	2.2.3.2 Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
	2.2.4 Konsep Peranan
	2.3 Landasan Konseptual

	BAB III METODE PENELITIAN
	3.1 Lokasi Penelitian
	3.2 Pendekatan Penelitian
	3.3 Informan Penelitian
	3.4 Sumber Data
	3.5 Teknik Pengumpulan Data
	3.6 Teknik Analisis Data

	4.1 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	4.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian
	Tabel 4.1
	4.1.2 Struktur KIP dan BAWASLU Kota Lhokseumawe
	4.2.1 Peran KIP dalam Pelaksanaan Sosialisasi
	4.2.2 Peran KIP dalam Pelaksanaan Pencalonan Anggota Legislatif
	Adapun persyaratan pencalonan anggota legislatif sesuai dengan PKPU No 10 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum yaitu:
	a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih,
	b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
	c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
	d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia,
	e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau pendidikan lain yang sederajat, diutamakan sarjana (S1),
	f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
	g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
	h. Sehat jasmani dan rohani,
	i. Terdaftar sebagai pemilih,
	j. Bersedia bekerja penuh waktu,
	k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/...
	l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dap...
	m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,
	n. Mencalonkan hanya di 1(satu) lembaga perwakilan,
	o. Mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan,
	p. Mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan
	Dalam mendaftarkan diri sebagai calon legislatif terdapat beberapa formulir beserta kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh para calon legislatif seperti formulir Model BB, Model BB-1 sampai Model BB-11, SKTP (Surat Keterangan Terdaftar atau...
	Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 yakni orang yan...
	4.2.3 Peran KIP dalam Verifikasi Administarasi
	4.2.4 Peran KIP dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)
	Setelah proses verifikasi berlangsung, Komisi Independen Pemilihan (KIP) melanjutkan ke tahap penting berikutnya, yaitu penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS). Proses ini merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa calon legislatif yang akan ber...
	Pengelompokan calon merupakan salah satu langkah awal dalam penyusunan DCS. Pada tahap ini, KIP mengelompokkan calon legislatif berdasarkan partai politik yang mengusulkan mereka. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi dan analisis ...
	Setelah pengelompokan, KIP juga melakukan analisis terhadap daerah pemilihan yang diwakili oleh masing-masing calon. Pengelompokan berdasarkan daerah pemilihan sangat penting, karena hal ini membantu KIP dalam menentukan representasi yang proporsional...
	Dalam menentukan nama-nama calon, KIP juga memperhatikan berbagai faktor, seperti integritas, pengalaman, dan potensi kontribusi calon terhadap masyarakat. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa calon legislatif yang akan bertanding bukan hanya m...
	Penyusunan DCS tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga melibatkan proses musyawarah dan diskusi di dalam KIP. Anggota KIP berkolaborasi untuk membahas dan menilai setiap calon secara komprehensif. Proses kolaboratif ini bertujuan untuk...
	Setelah DCS disusun, KIP kemudian melakukan pengumuman secara resmi kepada publik. Pengumuman ini mencakup nama-nama calon dari setiap partai politik serta informasi terkait daerah pemilihan mereka. Dengan cara ini, KIP memastikan bahwa masyarakat mem...
	Pengumuman DCS juga berfungsi sebagai ajang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap calon yang terdaftar. KIP membuka saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka, sehingga proses pemilu menjadi lebih...
	Setelah pengumuman DCS, KIP juga melakukan monitoring untuk menanggapi keberatan atau masukan yang diterima. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap calon yang terdaftar benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jika terdapat keberatan y...
	4.2.5 Peran KIP dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
	Setelah melalui serangkaian proses verifikasi dan evaluasi yang ketat, Komisi Independen Pemilihan (KIP) memiliki tanggung jawab penting untuk mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT). Proses ini merupakan langkah akhir sebelum pemilu dan sangat krusial d...
	Daftar Calon Tetap mencakup nama-nama calon dari setiap partai politik yang telah memenuhi syarat dan terverifikasi. Informasi ini tidak hanya mencakup nama, tetapi juga latar belakang dan pengalaman calon. KIP berusaha untuk menyajikan informasi yang...
	Selain nama-nama calon, DCT juga mencakup informasi mengenai daerah pemilihan masing-masing calon. Detail ini sangat penting karena pemilih perlu mengetahui calon mana yang mewakili daerah mereka. Dengan demikian, pemilih dapat lebih mudah mengidentif...
	Pengumuman DCT dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media cetak, elektronik, dan platform digital. KIP memanfaatkan media sosial dan situs resmi mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan cara ini, informasi mengenai DC...
	KIP juga berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengumuman DCT. Melalui forum diskusi dan acara publik, KIP memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya dan memberikan masukan terkait calon yang terdaftar. Keterlibatan masyarakat da...
	Setelah pengumuman DCT, KIP membuka saluran bagi masyarakat dan partai politik untuk menyampaikan masukan atau keberatan terhadap calon yang terdaftar. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua calon telah melalui evaluasi yang adil dan substans...
	KIP juga melakukan monitoring pasca-pengumuman DCT untuk memastikan bahwa calon-calon yang terdaftar tidak melakukan pelanggaran selama masa kampanye. Monitoring ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam proses pemilu dan memastikan bahwa semua calon...
	Pengumuman DCT menjadi pijakan bagi calon legislatif untuk memulai kampanye mereka. Dengan adanya daftar resmi, calon dapat merencanakan strategi kampanye yang lebih terarah. Ini juga memberikan kesempatan kepada calon untuk berinteraksi langsung deng...
	4.2.6 Peran Bawaslu dalam Pengawasan Proses Pendaftaran Calon
	4.2.7 Peran Bawaslu Lhokseumawe dalam Monitoring Verifikasi Calon
	4.3 Sikap Penyelenggara Pemilu jika terdapat permasalahan dalam proses Pendaftaran Pemilu dan memastikan Partai Politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024
	4.3.1 Identifikasi Masalah Secara Dini dalam Proses Pendaftaran Pemilu
	4.3.2 Melakukan Verifikasi kepada Partai Politik
	4.3.3 Mediasi dan Penyelesaian Sengketa

	BAB V PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	Buku
	Jurnal
	Undang - Undang

	Pedoman wawancara I
	Pedoman wawancara II
	Pedoman wawancara III
	Biodata Informan
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
	PENDIDIKAN FORMAL
	DATA ORANG TUA


